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PEMBENTT'XAN TIM PEIrYUST'N RANCAITGAIT PERATT'RAN GUBERNT'R
LAMPT'NG PADA SATUAN POLISI PA"}IOITG PRA"'A PROVINSI LAMPT'NG

SEKR.ETARIS DAERAH PROVINSI LAIUPUNG,

Menimbang a bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta penegakan Produk Hukum Daerah, perlu penyusunan
program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,
dalam rangka peningkatan kualitas dan kepastian hukum
dalam penyusunan rancangan peraturan kepala daerah perlu
dibentuk tim penyusun rancangan peraturan kepala daerah;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b
diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Gubernur l,ampung pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris
Daerah Provinsi La.mpung;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang_Undan!
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangl
Undang;
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubaf, dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 20 15 tentangPembentukan produk Hukum Daerah seb.S i*"rr. t"t"hdiubah dengan peraturan Menteri O.f"- -fV.gE.i 

Nomor 120Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentangStandar operasional eroydrir S"t""" poUsii.lro.rg praja danKode Etik polisi pamong pra-ia;
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Peraturan Daerah Provinsi l,a.mpung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
La.mpung Tahun ?nggaran 2024;

Peraturan Gubernur la.mpung Nomor 2O Tahun 2023 tentang
Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur tampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

KEPI'TUSAIT SEKREf,ARIS DAERAII TEI{TANG PEMBENTT'I(AN
TI}I PEIIY('SInT RAITCANGAIT PERATI'RAI{ GT'BERNT'R
LA.}IPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA PROVINSI
UIMPT'NG.

Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Gubernur L^ampung pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi l,ampung, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimal<sud pada Dilrtum
Kesatu mempunyai tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana
tercantum dalam L,ampiran III Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu meLaporkan hasil pelaksanaannya dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Iampung
melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
diberikan honorarium setiap orang per bulan terhitung sejak bulan
Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024 dengan
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 d,an Peraturan
Gubernur L^ampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan
Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi I.^ampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan polisi pamong praja provinsi
Lampung, dalam kegiatan Bidang penegakkan perundang_
undangan Daerah dengan Nomor Rekening 1 OS. 02. I . O2.OO. 02.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknispelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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KETUJUH

Tembusan :

1. cubemur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspelcur Provinsi Lampung di Bandar L€mpung;
3. Kepala Bappeda Provinsi tampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pmvinsi Lampung;
5. Kepa.la Biro Hukum Setda Provinsi tampung di Telukbetung;
6. Masing-masing angSota Tim yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal /-7- 2024



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : O13/|1V.OO/HK/2O24
TANGGAL /- 7- 2024

-4-

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
[,ampung

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
La.mpung

Kepala Bidang Penegakkan Perundang-
undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
hovinsi Lampung

Herman Naidi, S.H., M.Si (Kepala Seksi
Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung)

l. Kepala Bagran Peraturan Perundang-
undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung

2. Santy Setiawati, S.H. (Fungsional Polisi
Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi la.mpung)

3. Ratna Indriati, S.H., M.Si (Fungsional Polisi
Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi ta.mpung)

4. Muhammad Fadel Noerman, S.H.
(Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli
Pertama Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung)

DAERAH,

DARIIIII{TO

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEI\MJSUN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA

PROVINSI LAMPUNG

I

II

Pengarah

Penanggung Jawab

m. Ketua

IV. Wakil Ketua

V. Sekretaris

VI. Anggota
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LAMPIRAN II :

I. Koordinator Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi l,ampung

1. Anita Cahya, S.H., M.H. (Fungsional Polisi
Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung)

2. Helman N. Taufik, S.H. (Fungsional
Perancang Perundang-undangan Ahli Muda
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)

3. Sri Endang Purnama, S.H. (Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangart
Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)

4. Dita Maharani, S.lP. (Fungsional Polisi
Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung)

5. Ade Yuriza, S.H. (Analis Peraturan
Perundang-undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
La.mpung)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : Gl3/r7v.O61HK/2O24
TANGGAL /-7-2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PET'IYIJSUN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI LAMPUNG

II. Anggota
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LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
c/q{7v.06lHK/2024

? 2024

TUGAS POKOK TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEI.IYUSUN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI LAMPUNG

Tugas Pokok Tim

I. Pembina
T\rgas Pokok :

Memberikan pembinaan dan arahan kebijalan umum dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur.

II. Pengarah
a. T\rgas Pokok :

Melakukan koordinasi dan arahan terhadap ru.musan dan arah kebijakan
daLam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.

b. Uraian T\rgas :

Membangun kepedulian semua anggota tim untuk memperhatikan dasar
hukum dan isu-isu strategis dalam penyusunan Peraturan Gubernur.

III. Penanggung jawab
a. Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dan singkronisasi terhadap rumusan penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur.

b. Uraian T\rgas :

a) Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas
dengan bekedasama dan bertanggungjawab;

b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur lampung.

IV. Ketua
a. Tlgas Pokok :

Melakukan fasilitasi, koordinasi dan singkronisasi terhadap pemmusan
penyusunan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

a) Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas
dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;

b) Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas
pokok dan fungsi keda masing-masing anggota;

c) Mengembangkan komunikasi dengan stakeholder terkait; dan
d) Melaporkan hasil pelalsanaan tugas kepa.da Gubernur I arnpung melalui

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

V. Sekretaris
a. T\rgas Pokok :

Melaksanakan arahan Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi
dalam Tim.

b. Uraian T\rgas :

1. Memantau dan memastikan program Tim beqialan sesuai rencana;
2. Menjadi penghubung antara anggota Tim dan Ketua;
3. Melakukan korespondensi Tim;
4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim;
5. Mengatur Jadwal Rapat Tim; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim.

NOMOR
TANGGAL

1
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VI. Anggota

a. T\rgas Pokok :

Merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau no na
yang berlaku dalam Tim.

b. Uraian T\rgas :

a) Membantu Trrga.s Ketua Tim;
b) Menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan rancangan

Peraturan Gubernur, sesuai bidang tugas masing-masing;
c) Melakukan diskusi dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;
d) Memberikan saran dan pendapa.t untuk penyempurnaan Rancangan

Peraturan Gubernur;
e) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada

koordinator Tim; dan
f) Melaksanakan tuga.s lain-Iain yang diberikan oleh ketua Tim.

2. T\rgas Pokok Sekretariat Tim

I. Koordinator

a. Tugas Pokok :

Membantu tim
Gubernur.

penyusun dalam merumuskan penyusunan Peraturan

b. Uraian Tugas :

a) Memberikan fasilitasi, koordinasi dan singlconisasi terhadap pemmusan
penyusunan Peraturan Gubernur.

b) Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas
dengan bekerjasama dan bertanggungiawab;

c) Memantau dan memastikan program Tim Penyusun berjalan sesuai
rencana;

d) Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Penlrrsun;
e) Mengatur Jadwal Rapa.t Tim Penyusun;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim penyusun Peraturan

Gubernur dan Gubemur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi
l,ampung; dan

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyusun.

IL Anggota

a. T\rgas Pokok :

Merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma
yang berlaku dalam Tim.

b. Uraian T\rgas :

a) Membantu Tugas Ketua Tim Selaetariat;
b) Menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan rancangan

Peraturan Gubernur, sesuai bidang tugas masing-masing;
c) Mengarsipkan dan mendokumentasikan aetiap kegiatan Tim penyusun;
d) Mengatur Jadwal Rapat Tim Penyusun;
e) Melakukan diskusi dan pembahasan Rancangan peraturan Gubernur;
f) Memberikan aaran dan pendapa.t untuk penyempurnaan Rancangan

Peraturan Gubernur;
g) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada

koordinator Tim; dan
h) Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh ketua Tim.

DAERAH

r.AHRIZAL DARMIT{TO


